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ABSTRAK

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palembang merupakan 
lembagan non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang 
pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. Namun pada saat ini, marak beredar obat-obatan yang tidak 
memiliki izin edar. Hal ini menuntut kinerja BBPOM Kota Palembang untuk 
melaksanakan tugas penegakan hukum pidana di Kota Palembang. Dalam mencari 
jawaban atas masalah ini, penulis menggunakan metode penlitian empiris yang 
didukung dengan data sekunder, yaitu melakukan wawancara dengan pihak BBPOM 
Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, bahwa penegakan 
hukum pidana terhadap pelaku peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar 
kurang efektif dikarenakan kurangnya kinerja BBPOM dalam proses penyidikan. Dan 
yang kedua adalah upaya pencegahan yang dilakukan BBPOM terhadap peredaran 
obat-obatan yang tidak memiliki izin edar di Kota Palembang dilaksankan melalui 
tiga pilar pengawasan yaitu, pengawasan oleh pemerintah, pengawasan terhadap 
produsen, dan pengawasan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Balai Besar Pengawasan Obat dan 
Makanan,
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A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan umum yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam upaya 

mensejahterakan rakyat Indonesia, Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap 

warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Pasal 

28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan 

bahwa, <cNegara bertanggungjawab atas penyedian fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Pengertian kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani 

(mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan 

lemah.1 Dalam Undang-Undang Kesehatan pengertian Kesehatan adalah keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.2

C ST. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991., 

Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
hlm. 2.

tentangKesehatan.

1
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Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap 

manusia di dunia ini, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang tersebut dapat 

melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tujuan bangsa, 

suatu bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang 

sehat.

Jika ditinjau dari hukum kesehatan terdapat definisi tersendiri mengenai

hukum kesehatan menurut H.J.J. Leenen sebagai berikut:

“Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung 
berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan hukum perdata, 
hukum pidana dan hukum administratif. Berlaku juga pedoman internasional, 
hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan 
kesehatan hukum otonom, ilmu dan litelatur menjadi sumber hukum 
kesehatan.”

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang belakangan ini

secara relatif cepat berkembang. Hukum kesehatan tersebut mencakup aspek-aspek 

hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana dan hukum disiplin yang tertuju 

pada subsistem kesehatan dalam masyarakat.4

Teknologi dan industri farmasi yang begitu pesat perkembangannya telah 

menggeser titik berat dari pembuatan ke pendistribusian obat-obatan kemasan pabrik. 

Profesi apoteker sebagaimana dikenal didalam masyarakat dengan demikian telah 

mengalami peralihan sifat dan pamornya yang saat ini sedikit banyak cendrung 

menapakan diri sebagai manajer pengecer obat-obatan. Namun perlu diakui pula

3 Ibid, hlm. 7.
4 B.I.T. Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)

Palembang: Universitas Sriwijaya, 1996., hlm. 1. '
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sekarang peracikan sendir masih memegang peranan penting dan ini 

barangkali yang disebut tugas dan ciri khas profesi seorang apoteker yang 

memberikan kepadanya kedudukan khusus sebagai pengayom berbagai resep yang 

ditulis oleh dokter umum maupun dokter spesialis.5

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena 

diperlukan dalam sebagian besar upaya untuk hidup sehat. Dewasa ini meningkatnya 

kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong untuk 

menuntut pelayanan kesehatan dan pelayanan obat-obatan yang semakin berkualitas 

dan profesional.6

Dalam pengawasan peredaran obat-obatan di Indonesia, teradapat lembaga 

negara non departemen yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang 

diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas 

Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen. Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa, Badan Pengawas Obat dan Makanan 

bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa

5 van der Mijn, Perundang-undangan Profesi Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, Nova, 
Bandung. 1989., hlm. 155.

6 Purwanto Hardjosaputra, Daftar Obat Indonesia edisi //, Jakarta: PT. Mulia Puma Java,
2008., hlm. 5. J
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Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki

.7fungsi antara lain:

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan 

obat dan makanan;

Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan; 

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan

a.

b.

c.

Pengawasan Obat dan Makanan;

Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan

d.

makanan;

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan dan

e.

rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Badan Pengawas Obat dan Makanan

.8mempunyai kewenangan:

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro;

Republik Indonesia, Pasal 68 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan 
Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Keija Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Republik Indonesia, Pasal 69 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan 
Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Keija Lembaga Pemerintahan Non Departemen
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c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu 

untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan 

makanan;

e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri 

farmasi;

f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 

pengawasan tanaman obat.

Maraknya peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar termuat pada 

surat kabar elektronik. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) 

Palembang, memusnahkan puluhan macam obat tradisional dan obat keras yang tidak 

layak edar.9

Obat yang dimusnahkan antara lain, Gemuk Sehat, Tampar Angin, MetJoz, 

Seru-seru, Beruang, Super Pass 2, Playboy dan beragam obat tradisional dan keras 

lainya. Rincianya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sebanyak 75 macam, 

obat yang tidak memiliki izin edar 2 macam, dan obat keras daftar G sebanyak 253 

macam. Barang yang diamankan berupa obat kuat tradisional yang mengandung zat 

kimia berbahaya Sildenafil.10

Sumatera Ekspres, http://www. sumeks. co. id/index. php?option=com content&view=article 
- 319;musnahkan-obat-tak-layak-edar&catid=45:metroDolis&Itemid= 75 diakses pada 27

10 Ibid.

http://www
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Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

pada pasal 197 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan peraturan tersebut, pengedaran atau penjualan obat-obatan yang 

tidak memiliki izin edar jelas merupakan suatu tindak pidana. Walaupun telah ada 

upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota 

Palembang seperti pembinaan kepada pelaku dan penyitaan terhadap obat-obatan 

yang tidak memiliki izin edar.11 Namun hal tersebut dalam kenyataannya tidak 

menghambat perkembangan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar.

Maraknya peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, membuktikan 

masih lemahnya pertahanan Indonesia dari hal-hal yang membahayakan kesehatan 

masyarakat. Memberikan kesempatan bagi pelaku peredaran obat-obatan yang tidak 

memiliki izin edar sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai 

resiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat dan merendahkan 

kepercayaan, martabat serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini 

terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya 

kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.12

11 Ibid.
D j '2Ji0V)0n0 Soekanto’ Suatu Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial 
Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1989., hlm. 187.
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik memberi judul skripsi

yaitu: “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-

OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN (Studi Kasus Balai Besar Pengawasan Obat dan

Makanan Kota Palembang).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka permasalahanya

adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran obat-obatan 

yang tidak memiliki izin edar di Kota Palembang?

2. Bagaimana upaya pencegahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

terhadap peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar di Kota 

Palembang?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap peredaran obat-obatan 

yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Undang- 

Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang diambil oleh Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang terhadap peredaran obat- 

obatan yang tidak memiliki izin edar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

akademisi dan mahasiswa ilmu hukum khususnya serta mahasiswa ilmu sosial 

lainnya, guna menambah pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai 

penegakan hukum pidana terhadap peredaran obat-obatan tidak memiliki izin

edar.

2. Secara Praktis, dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai 

peraturan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar merupakan 

suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan.
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E. Kerangka Teori

Teori Penegakan Hukum Pidana (Penat)

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal Science terdiri dari 

komponen Criminology, Criminal Law dan Penal Policy. Dikemukakan olehnya, 

bahwa Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai 

tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih 

baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuatan undang-undang, 

tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.13

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik

hukum maupun hukum dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum 

adalah:14

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Kosep KHUP 
Baru), Jakarta: Kencana, 2011., hlm. 23.

14 Ibid.
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Menurut A. Mulder, Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk

menentukan:

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau 

diperbaharui.

b. Apa yang dapat diperbuat untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana.

c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 

pidana harus dilaksanakan.

Defeinisi Mulder di atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana 

menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakatan yang terorganisir 

memiliki sistem hukum yang terdiri dari: (a) peraturan hukum pidana dan sanksinya; 

(b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).15

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, secara umum dilihat dari segi

fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan

perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, 

yaitu:16

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh 

pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum 

(sebagai kebijakan yudisial).

"ibid.
16 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kecana, 2007., hlm. 6.
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3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang 

berwenang.

Upaya penegakan hukum pidana secara sistematik haruslah memperhatikan 

ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu 

sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum pidana dan 

keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan 

berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegak 

hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut 

umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana). 17

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum 

pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana 

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).18 

Teori Pencegahan Kejahatan (Nonpenal)

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan 

penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan 

yang nonpenal}9

sarana sarana-sarana

17 Ibid.
18 Ibid.y hlm. 28.

1984., hlm.™1 ^ BardaNawawi Ari<* T^ri-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,
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Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih

bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian

dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya

nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab

20dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha nonpenal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam 

rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan 

kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; 

Kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus-menerus oleh polisi dan aparat 

keamanan lainya dan sebagainya. Kemudian terciptalah tujuan utama dari usaha 

nonpenal itu untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak 

langsung memepunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.21

secara

Barda Nawawi Arief, op. c/7., hlm. 46.
1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hlm. 159.



13

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini agar dapat 

memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe 

penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum Empiris yang 

didukung dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris atau juga yang sering 

disebut “ penelitian hukum indoktriner” atau “penelitian hukum sosiologis” dan 

juga dapat disebut “penelitian lapangan”. Dikatakan penelitian lapangan atau 

empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, 

maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber 

pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau

sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris

atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum 

yang sedang berlaku atau penelitian terhadap idetifikasi hukum.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di instansi Pemerintah Non 

Departemen yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) 

yang hidup menempati ruang yang sam pada waktu tertentu. Populasi dalam
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penelitian skripsi ini adalah pihak yang terlibat dalam penangan penegakan hukum 

terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu Badan Pengawas 

Obat dan Makanan dan Kepolisian.

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan Purposive sampling, 

Sampel ditetapkan secara sengaja oleh penelitian dengan kriteria dan 

pertimbangan tertentu. Maka sampelnya adalah:

a. Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang 3 orang 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan teknik atau metode 

pengumpulan data dengan metode wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai 

percakapan yang memiliki maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, 

yaitu interviewer dan interviewee. Interviewer (pewawancara) atau yang mencari 

informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali 

keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan interviewee (yang 

diwawancarai) atau pemberi informasi, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan interviewerP

“ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2001., hlm. 87. 
IbidL, hlm. 270.
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b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian kepustakaan (library research). Yaitu data yang diperoleh dari bahan- 

bahan hukum, seperti dibawah ini:

1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat yaitu:

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang.24 Bahan hukum pada penulisan ini 

diantarannya Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 

1963 Tentang Farmasi, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, Manusia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 

Tahun 2001, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013.

2) Bahan hukum sekunder yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, majalah, buku, maupun 

artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen 

yang merupakan kajian berkaitan dengan penelitian, seperti: jurnal-jurnal

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1988.,
hlm. 19.
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hukum, seminar-seminar, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan dari 

internet.25

3) Bahan hukum tersier, meliputi:

Bahan hukum tersier merupakan sekumpulan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu 

dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti .

26kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah 

seperti apa yang tersebut diatas. Bentuk analisis data ini adalah secara kualitatif, 

karena data-data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang 

diperoleh menggunakan metode wawancara, maka pengolahan datanya dapat 

mengikuti apa yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor sebagai berikut: 

a. Membaca dengan teliti catatan lapangan yang didapat. Seluruh data, baik yang 

berasal dari pengamatan, wawancara , komentar peneliti sendiri, gambar, 

foto, dokumen, dan ditelaah secara mendalam. Kareana setiap data memiliki 

potensi yang sama kuat menghasilkan sesuatu yang dicari;

semua

25 Roni Hanitijo Soemantri, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1990., hlm. 64.

26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukumy Jakarta: Sinar Grafika, 2009., hlm. 24.
27 Usmawadi, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH), Palembang, 

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013., hlm 278.
Jika menggunakan alat bantu rekam (tape recorder) setelah dilakukan proses transkripsi.
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b. Memberikan kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu, dan 

mempelajari, dan menelaah data tersebut, kemudian disortir dimasukkan 

kedalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema;

c. Menyusun data menurut tipelogi. Kerangka klasifikasi atau tipelogi 

bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa.

d. Membaca kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah dan hal-hal lain 

yang berkaitan dengan penelitian.

29 Ibid., hlm 277-278
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